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INOVASI
ePKPT (Elektronik Program Kerja Pengawasan Tahunan) Inspektorat Kota Bekasi

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berbasis kinerja, salah satu tantangan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Kota Bekasi, adalah rendahnya efektivitas pengawasan internal akibat masih digunakannya sistem yang bersifat manual dan tidak terintegrasi. Kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan Inspektorat Daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara akurat dan tepat waktu. Di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan pemerintahan, dibutuhkan sistem yang tidak hanya mampu mencatat kegiatan pengawasan, tetapi juga mampu menyajikan data pengawasan secara real-time, terstruktur, dan mudah dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Inspektorat Kota Bekasi mengembangkan inovasi ePKPT, sebuah sistem aplikasi digital yang dirancang untuk mentransformasikan manajemen pengawasan tahunan dari sistem manual menjadi digital dan berbasis data. Aplikasi ePKPT memungkinkan setiap tahapan PKPT — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengawasan — dapat dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dimonitor secara langsung oleh pimpinan dan pengambil kebijakan. Dengan sistem ini, setiap unit kerja pengawasan seperti Irban, auditor, dan pengawas memiliki akses yang sama terhadap informasi, mempermudah koordinasi lintas bidang, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.
Inovasi ePKPT tidak hanya memperkuat efisiensi kerja internal Inspektorat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi akselerasi transformasi digital di sektor pengawasan pemerintah daerah. ePKPT memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 16 tentang lembaga yang efektif dan akuntabel, serta SDG 9 tentang inovasi dan infrastruktur. Pada level provinsi, ePKPT turut memperkuat pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD Jawa Barat, khususnya pada aspek penguatan sistem pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD. Dengan desain yang adaptif, replikatif, dan berkelanjutan, serta dukungan SDM dan anggaran yang terus dikembangkan, ePKPT berpotensi untuk diadopsi oleh Inspektorat di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sebagai model sistem pengawasan tahunan yang modern dan berbasis teknologi. Inovasi ini membuktikan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal dapat dilakukan secara digital, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak bagi kualitas tata kelola pemerintahan.
B. TUJUAN
Inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara lebih efektif, efisien, transparan, dan terukur melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini dirancang sebagai solusi terhadap kendala pengawasan berbasis manual yang selama ini menyulitkan proses monitoring, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Dengan ePKPT, proses pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program kerja pengawasan dapat dilakukan secara real-time, akurat, dan terdokumentasi dengan baik dalam satu platform yang terintegrasi.
Dalam jangka menengah, ePKPT ditujukan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan pengawasan yang berbasis data. Aplikasi ini memfasilitasi pelacakan program kerja auditor dan pengawas secara sistematis, mempercepat penyusunan laporan hasil pengawasan, serta mendukung peningkatan koordinasi antara unit kerja pengawasan dan pimpinan daerah. Dengan kemudahan akses informasi dan sistem monitoring yang akurat, ePKPT berkontribusi dalam meningkatkan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.
Lebih jauh, dalam jangka panjang, inovasi ePKPT diarahkan untuk menjadi model transformasi digital pengawasan tahunan yang dapat direplikasi di seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di Indonesia. Inovasi ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 (membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan) serta mendukung penguatan sistem pengawasan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat. Melalui dukungan pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan anggaran yang optimal, serta komitmen keberlanjutan lintas sektor, ePKPT menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi hasil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
C. MANFAAT
Penerapan inovasi ePKPT oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengawasan internal pemerintahan daerah. Sebelum hadirnya sistem ini, proses monitoring dan evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) masih dilakukan secara manual, tidak terstruktur, dan rawan keterlambatan dalam penyusunan laporan serta tindak lanjut rekomendasi. Dengan transformasi digital melalui ePKPT, pengawasan kini dapat dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Inspektorat.
Manfaat utama dari ePKPT tercermin pada peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pencatatan kegiatan pengawasan serta monitoring real-time atas pelaksanaannya. Auditor, Irban, dan pengawas kini dapat memantau progres kegiatan secara langsung melalui platform digital tanpa harus melakukan pelaporan berulang secara manual. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang terkini dan valid. Selain itu, aplikasi ePKPT membantu meningkatkan koordinasi antarunit kerja pengawasan dengan menghadirkan informasi terpusat yang dapat diakses kapan saja.
Dari sisi kelembagaan, ePKPT turut memperkuat budaya kerja berbasis teknologi informasi dan mendorong keterbukaan informasi di lingkungan birokrasi. Penggunaan sistem ini juga mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan, meningkatkan ketepatan sasaran dalam pengawasan, dan mempercepat pelaporan kepada kepala daerah. Di samping itu, platform ini menyediakan dokumentasi digital atas seluruh aktivitas pengawasan tahunan, yang dapat digunakan sebagai arsip serta bahan evaluasi berkala untuk pengambilan kebijakan.
Lebih jauh, implementasi ePKPT mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 (lembaga yang tangguh, transparan, dan akuntabel) serta memperkuat kemitraan lintas bidang sebagaimana tercermin dalam SDG 17. Inovasi ini juga memperkuat pencapaian indikator Reformasi Birokrasi serta RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam hal peningkatan pengawasan dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Dengan menyediakan sistem berbasis bukti yang objektif, ePKPT membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemerintah.
Dari aspek keberlanjutan, ePKPT telah didukung oleh kebijakan kelembagaan melalui integrasi dalam rencana kerja tahunan Inspektorat dan pengembangan SDM melalui pelatihan berkala. Platform ini dikembangkan secara modular dan fleksibel, sehingga mudah diperluas atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah lain. Dengan tingkat adaptabilitas yang tinggi, ePKPT dapat direplikasi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sebagai model pengawasan digital tahunan yang efektif, efisien, dan responsif. Inovasi ini menjadi bukti bahwa penguatan pengawasan internal tidak hanya dapat dilakukan, tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan digital untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH
Inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan bentuk respons cepat dan strategis dari Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi hambatan klasik pengawasan berbasis manual yang tidak efisien dan sulit dimonitor secara menyeluruh. Ketika ditemui keterbatasan dalam evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan yang masih bersifat konvensional, muncul urgensi untuk mentransformasi sistem menjadi lebih adaptif, digital, dan terintegrasi. Dalam waktu relatif singkat sejak identifikasi masalah pada awal 2023, tim Inspektorat Kota Bekasi segera merancang dan mengembangkan sistem ePKPT sebagai solusi digital yang menjawab kebutuhan pengawasan tahunan secara real-time dan transparan.
Proses penciptaan inovasi ePKPT dimulai dengan pemetaan kelemahan proses monitoring manual yang selama ini menyebabkan keterlambatan pelaporan, duplikasi data, serta sulitnya menyusun evaluasi kinerja pengawasan yang akurat. Dengan melibatkan tim teknis internal dan dukungan pimpinan, desain awal sistem ePKPT dikembangkan secara cepat melalui pendekatan iteratif berbasis kebutuhan pengguna dan pemetaan alur kerja yang ada. Dalam waktu sekitar tiga bulan, sistem ini berhasil melalui fase pengembangan awal dan uji coba terbatas pada beberapa unit pengawasan untuk memastikan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sebelum diluncurkan secara penuh dalam bentuk aplikasi digital internal.
Keberhasilan percepatan inovasi ePKPT didorong oleh kesadaran kolektif akan pentingnya perubahan dan kemauan kuat untuk keluar dari pola kerja lama yang tidak efisien. Platform digital yang dibangun memungkinkan pencatatan kegiatan PKPT, pemantauan progres, dan evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat, otomatis, dan dapat ditelusuri kapan saja. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan keandalan data pengawasan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah. Perubahan paradigma ini juga memperkuat posisi Inspektorat sebagai penggerak reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal.
Dukungan kepemimpinan yang transformatif dari Inspektur Daerah menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran penciptaan ePKPT. Pendekatan pelatihan cepat berbasis in-house coaching, penggunaan grup koordinasi daring antar auditor dan pengawas, serta integrasi sistem ke dalam rutinitas kerja harian mempercepat adopsi sistem ini tanpa menimbulkan gangguan operasional yang berarti. Kesiapan tim dan komitmen untuk berubah menjadi modal utama dalam menghadirkan inovasi ini secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Berbasis pada kebijakan pengawasan dan prinsip efektivitas pelayanan publik, ePKPT menjadi salah satu bukti bahwa inovasi daerah tidak harus menunggu anggaran besar, melainkan cukup dimulai dari identifikasi masalah, kolaborasi tim, dan kemauan untuk berubah. Inovasi ini kini menjadi rujukan strategis bagi transformasi sistem monitoring dan evaluasi di lingkungan pengawasan pemerintah daerah. Dengan tingkat adaptabilitas yang tinggi, ePKPT sangat potensial untuk direplikasi oleh Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, bahkan di daerah dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur. ePKPT menegaskan bahwa transformasi pengawasan dapat diwujudkan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan menuju birokrasi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)
Inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan langkah transformasi digital yang signifikan dalam sistem pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai tulang punggung modernisasi pengawasan tahunan. Inovasi ini dikembangkan untuk menggantikan sistem pelaporan dan monitoring berbasis manual yang selama ini menjadi kendala dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Melalui penerapan aplikasi ePKPT, proses pengawasan kini terdigitalisasi secara menyeluruh, mulai dari input data pengawasan, pelaporan progres kegiatan, hingga evaluasi kinerja unit pengawasan.
Sebelum ePKPT diterapkan, proses evaluasi pelaksanaan PKPT berjalan secara manual menggunakan dokumen cetak atau spreadsheet terpisah yang rentan terhadap inkonsistensi data dan lambat dalam pelacakan tindak lanjut. Dengan ePKPT, pengawasan kini tercatat secara digital dalam sistem yang dapat diakses oleh Inspektur, Irban, Auditor, dan Pengawas secara real-time. Setiap kegiatan pengawasan dapat dimonitor dan dievaluasi dari dashboard pusat yang menyediakan visualisasi data, grafik progres, serta notifikasi pelaksanaan kegiatan. Inovasi ini secara langsung mempercepat proses kerja, meningkatkan keakuratan dokumentasi, serta memperkecil kemungkinan terjadinya duplikasi data atau kesalahan administratif.
Teknologi informasi dalam ePKPT juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarunit pengawasan. Melalui integrasi menu unggahan bukti, pengisian otomatis laporan, dan rekam jejak kegiatan, komunikasi antar auditor dan pimpinan unit pengawasan menjadi lebih lancar dan terdokumentasi. Bahkan, proses validasi dan pemantauan oleh pimpinan kini dapat dilakukan tanpa tatap muka, melainkan cukup melalui akses dashboard digital yang telah dirancang sesuai struktur organisasi. Penerapan sistem ini juga memudahkan pelaporan berkala ke Pemerintah Daerah atau BPKP, karena seluruh data telah terhimpun secara sistematis dalam satu platform terpusat.
Selain untuk pencatatan dan koordinasi, ePKPT juga difungsikan sebagai media pembelajaran bagi auditor dan staf Inspektorat melalui pelatihan daring dan modul tutorial yang disisipkan dalam sistem. Pembaruan sistem dan SOP pengawasan dapat diinformasikan langsung melalui notifikasi aplikasi, menjadikan sistem ini sebagai alat manajemen pengetahuan yang berkelanjutan. Seluruh pengguna dibekali dengan pelatihan intensif untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan dengan lancar, inklusif, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas harian.
Ke depan, ePKPT dirancang untuk dapat terintegrasi dengan sistem pengawasan pemerintah lainnya seperti SPIP, SAKIP, dan aplikasi pelaporan kinerja daerah, sehingga membentuk ekosistem pengawasan berbasis data yang saling terkoneksi. Rencana pengembangan aplikasi mobile juga sedang disusun agar pelaporan kegiatan lapangan oleh auditor dapat dilakukan langsung dari lokasi audit. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pelaporan, mengurangi penggunaan kertas, serta memberikan akses yang lebih fleksibel kepada seluruh pengguna.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, ePKPT membuktikan bahwa pengawasan internal di tingkat daerah dapat ditingkatkan efektivitasnya secara signifikan. Inovasi ini mendukung reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pengawasan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 16 (Institusi yang tangguh, transparan, dan akuntabel) dan SDG 17 (Kemitraan untuk tujuan pembangunan). Lebih jauh, ePKPT menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengawasan yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

BAB II
KERANGKA PIKIR
A. KEBAHARUAN
Inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan sebuah terobosan baru dalam tata kelola pengawasan pemerintah daerah melalui digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahunan. Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada transformasi dari sistem manual ke sistem digital terintegrasi, yang memungkinkan proses pelaporan, pelacakan, dan pengawasan kegiatan PKPT dilakukan secara real-time dan terdokumentasi secara rapi. Inovasi ini menjawab permasalahan klasik dalam pengawasan internal, yaitu keterlambatan, inkonsistensi data, serta sulitnya mengakses progres kegiatan secara sistematis.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang sangat bergantung pada dokumen fisik dan laporan tidak terstruktur, ePKPT memperkenalkan platform berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh elemen pengawasan, seperti Inspektur, Irban, Auditor, dan Pengawas, untuk menginput, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan secara terpusat. Platform ini menjadi sarana utama dalam menyederhanakan alur kerja pengawasan serta meningkatkan efisiensi proses pelaporan, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja Inspektorat. Dengan fitur yang user-friendly dan dashboard analitik yang lengkap, ePKPT memungkinkan penyajian informasi pengawasan yang lebih terbuka, akurat, dan cepat disampaikan kepada pimpinan daerah.
Salah satu aspek kebaruan penting dari ePKPT adalah kemampuannya dalam mengukur kinerja pengawasan melalui indikator capaian yang terstruktur, termasuk pelacakan terhadap keterlaksanaan program kerja, status tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemenuhan target PKPT per unit kerja. Pendekatan ini menggeser peran Inspektorat dari sekadar pengumpul laporan menjadi lembaga pengawasan strategis yang berbasis data dan hasil (result-based monitoring). Inovasi ini memperkuat fungsi pengawasan bukan hanya secara administratif, tetapi juga substantif, dengan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan oleh kepala daerah.
Inovasi ePKPT juga memperkenalkan mekanisme kerja kolaboratif lintas unit, di mana proses pelaporan tidak lagi bersifat individual dan tertutup, tetapi terhubung dalam satu ekosistem digital pengawasan yang meminimalkan risiko duplikasi, miskomunikasi, dan keterlambatan informasi. Setiap kegiatan pengawasan yang dilaporkan dalam sistem dapat ditindaklanjuti secara simultan oleh berbagai unit kerja, dengan status pelaksanaan yang dapat dimonitor bersama. Proses ini semakin diperkuat oleh adanya pelatihan teknis kepada pegawai dan auditor dalam mengoperasikan sistem digital secara adaptif, serta penerapan standar operasional prosedur baru yang sesuai dengan kebutuhan era digital.
Dengan lima dimensi kebaruan—yaitu digitalisasi penuh proses PKPT, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengawasan, penguatan pengawasan berbasis indikator kinerja, sistem kerja kolaboratif antarunit, serta fleksibilitas adaptasi dan replikasi di daerah lain—ePKPT menjadi model inovasi strategis yang relevan bagi penguatan sistem pengawasan di era digital pemerintahan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan Inspektorat, tetapi juga mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan capaian SDGs, khususnya SDG 16 dan SDG 17. ePKPT sangat layak direplikasi oleh Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam monitoring dan evaluasi pengawasan tahunan.
B. DESAIN INOVASI
Desain inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dikembangkan sebagai strategi digitalisasi pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang menjawab tantangan utama dalam sistem monitoring dan evaluasi pengawasan yang sebelumnya masih berbasis manual. Sebelum diterapkannya ePKPT, proses pengumpulan data, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi tindak lanjut cenderung terfragmentasi, tidak terdokumentasi dengan baik, serta memerlukan waktu yang lama untuk dianalisis oleh pimpinan. Oleh karena itu, desain ePKPT dibangun sebagai sistem aplikasi berbasis web yang terstruktur, responsif, dan berorientasi pada efektivitas kinerja pengawasan.
Konsep utama dari desain ePKPT berfokus pada penyediaan platform digital yang memungkinkan proses pengawasan berjalan secara real-time, terdokumentasi, dan terintegrasi lintas unit kerja. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pelaporan kegiatan pengawasan oleh auditor dan pengawas, pemantauan progres pelaksanaan PKPT oleh Irban, serta penyusunan laporan rekapitulasi oleh pimpinan Inspektorat. Seluruh proses tersebut dilakukan dalam satu sistem daring yang didukung oleh dashboard visual interaktif, menu input kegiatan harian dan mingguan, serta fitur tracking status kegiatan. Aplikasi ini menyederhanakan alur kerja, menghindari duplikasi laporan, dan meningkatkan akurasi informasi yang disampaikan kepada stakeholder.
Komponen teknis dari desain ePKPT mencakup: form digital pelaporan kegiatan, dashboard pemantauan kinerja, database terpusat untuk penyimpanan bukti kegiatan dan rekomendasi pengawasan, serta sistem login pengguna berdasarkan tingkatan otoritas (admin, auditor, Irban, dan Inspektur). Setiap pengguna memiliki akses yang sesuai dengan perannya, sehingga pengelolaan data dapat lebih terkendali dan aman. Selain itu, sistem juga menyediakan notifikasi otomatis terhadap kegiatan yang telah melampaui tenggat waktu atau belum ditindaklanjuti, mendorong peningkatan disiplin dalam pelaksanaan pengawasan.
Desain ePKPT juga memperhatikan aspek partisipasi dan kolaborasi antarunit, dengan menyediakan fitur unggah dokumen pendukung, kolom komentar evaluatif, dan sistem approval dari pimpinan. Hal ini memungkinkan proses validasi dilakukan lebih cepat dan akurat. Untuk mendukung implementasi sistem, dilakukan pelatihan intensif kepada seluruh pengguna, mulai dari pengenalan fungsi aplikasi, simulasi pengisian data, hingga pelaporan berbasis hasil. Tim teknis internal Inspektorat juga disiapkan untuk memberikan dukungan dan pemeliharaan sistem secara berkala agar dapat berfungsi optimal.
Secara umum, desain ePKPT menunjukkan transformasi kelembagaan dari sistem pengawasan manual menjadi sistem pengawasan digital berbasis kinerja yang adaptif dan efisien. Inovasi ini memposisikan Inspektorat tidak hanya sebagai pelaksana audit, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menyediakan data pengawasan yang valid, dapat ditelusuri, dan siap digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dengan penerapan sistem ini, proses monitoring dan evaluasi PKPT dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
Melalui pendekatan desain yang sistematis, modular, dan inklusif, ePKPT membuka jalan bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk menjawab tantangan pengawasan era digital. Desain ini juga sangat memungkinkan untuk diadaptasi oleh Inspektorat kabupaten/kota lainnya di Indonesia, mengingat kemudahan penggunaan, efisiensi biaya, dan fleksibilitas dalam implementasi. Dengan kata lain, ePKPT tidak hanya meningkatkan kinerja internal Inspektorat, tetapi juga memperkuat ekosistem tata kelola pengawasan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.
C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan internal berbasis digital di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. SOP ini dirancang untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan PKPT berjalan secara terstruktur, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui prosedur ini, sistem pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar kini ditata ulang menjadi sistematis dan terdokumentasi dalam satu platform digital berbasis aplikasi ePKPT.
1. Penyusunan Rencana PKPT Tahunan
· Setiap awal tahun, Irban dan auditor menyusun rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan masukan dari OPD.
· Rencana tersebut diinput ke dalam sistem ePKPT untuk dilakukan verifikasi oleh Inspektur dan dikunci sebagai acuan pelaksanaan pengawasan tahunan.
2. Input dan Penjadwalan Kegiatan Pengawasan
· Auditor dan pengawas mengisi data kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal dalam PKPT ke dalam form kegiatan mingguan dalam aplikasi ePKPT.
· Sistem secara otomatis memberikan pengingat terhadap tenggat waktu pelaksanaan dan pelaporan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
· Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai SOP teknis berdasarkan peraturan yang berlaku (Permendagri, BPKP).
· Setiap hasil pengawasan didokumentasikan melalui foto, laporan kegiatan, dan catatan lapangan yang langsung diunggah ke sistem ePKPT.
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
· Auditor menyusun laporan hasil pengawasan menggunakan format standar dalam aplikasi, termasuk temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diperlukan.
· Laporan ini dikirimkan ke pimpinan Inspektorat untuk validasi dan persetujuan melalui fitur persetujuan digital (digital approval).
5. Distribusi Rekomendasi ke OPD Terkait
· Rekomendasi hasil pengawasan disampaikan kepada OPD melalui akun masing-masing dalam ePKPT.
· OPD wajib memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut dalam sistem dalam kurun waktu maksimal 10 hari kerja.
6. Monitoring Tindak Lanjut dan Verifikasi
· Auditor dan pengendali pengawasan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilaporkan oleh OPD melalui unggahan dokumen pendukung.
· Verifikasi status pelaksanaan dilakukan melalui sistem dan diklasifikasikan sebagai "Selesai", "Sebagian", atau "Belum".
7. Evaluasi Pelaksanaan PKPT dan Revisi Program
· Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala per triwulan dan akhir tahun oleh tim pengendali mutu Inspektorat.
· Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program PKPT dan penyusunan rencana tahun berikutnya.
8. Revisi dan Pengembangan Sistem
· Revisi SOP dapat dilakukan setiap enam bulan berdasarkan kebutuhan operasional, masukan pengguna, serta dinamika regulasi pengawasan.
· Pengembangan modul dan fitur aplikasi dilakukan oleh tim teknis internal dengan tetap mengacu pada prinsip kesederhanaan, keamanan, dan keberlanjutan sistem.
Dengan SOP ini, inovasi ePKPT menghadirkan proses pengawasan internal yang modern, terdokumentasi, dan akuntabel, menjawab tantangan tata kelola berbasis data. SOP ini memperkuat posisi Inspektorat sebagai entitas strategis dalam reformasi birokrasi daerah serta mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 16 (lembaga yang tangguh dan akuntabel) dan SDG 17 (kemitraan untuk pembangunan). Selain itu, SOP ini juga menjadi acuan yang dapat direplikasi oleh Inspektorat Kabupaten/Kota lain di Indonesia dalam membangun sistem pengawasan digital yang efektif dan efisien.

BAB III
PENUTUP

Inovasi ePKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengawasan internal Pemerintah Kota Bekasi. Melalui transformasi layanan berbasis teknologi digital, ePKPT menjawab kebutuhan mendesak akan monitoring dan evaluasi pengawasan yang lebih akurat, cepat, dan terdokumentasi secara sistematis. Dengan menggantikan pendekatan manual yang lambat dan tidak terstandar, ePKPT menghadirkan model pengawasan berbasis data yang terintegrasi dan mampu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas kerja auditor, Irban, dan pengawas di lingkungan Inspektorat.
Sejak diimplementasikan, aplikasi ePKPT telah mempercepat proses pelaporan kegiatan pengawasan, memudahkan penelusuran progres PKPT, dan mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara lebih tepat sasaran. Platform ini juga meningkatkan sinergi antarunit kerja serta menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap dinamika pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam jangka panjang, ePKPT memperkuat peran Inspektorat sebagai pengendali utama tata kelola yang baik di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya kerja berbasis kinerja dan transparansi.
Inovasi ini juga memberikan kontribusi konkret terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 16 (institusi yang efektif dan akuntabel), SDG 9 (infrastruktur dan inovasi), serta SDG 17 (kemitraan untuk pembangunan). Selain itu, ePKPT sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem pemerintahan nasional, serta mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penguatan sistem pengawasan adaptif. Dengan desain yang fleksibel, potensi replikasi tinggi, dan kebutuhan akan SDM serta dukungan anggaran yang realistis, ePKPT sangat layak dijadikan model best practice nasional dalam pengembangan pengawasan publik berbasis data dan teknologi. Inovasi ini membuktikan bahwa sistem pengawasan yang efektif bukan sekadar tentang kontrol, tetapi juga tentang kecepatan, kolaborasi, dan integritas dalam pelayanan publik.
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